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Mengingat

SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan untuk menyusun rencana kerja dan
anggaran, perlu adanya analisis standar belanja yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota

Madiun tentang Analisis Standar Belanja Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4535)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia
Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4268) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);
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7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3244);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Menetapkan

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2 /D, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Madiun Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG ANALISIS
STANDAR BELANJA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kota Madiun.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Kota Madiun.
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4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Kepala
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

5. Standar Belanja adalah besaran belanja yang ditetapkan
berdasarkan aktivitas analisis standar belanja, komponen
aktivitas, rincian komponen, volume dan unit kegiatan
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB
adalah standar yang digunakan untuk menganalisa
kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk satu tahun anggaran.

Pasal 2

(1) Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD
dalam menentukan besaran alokasi belanja tertinggi
kegiatan berdasarkan aktivitas ASB, komponen aktivitas,
rincian komponen, volume, dan unit kegiatan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran.

(2) Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas anggaran belanja
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
dengan pembakuan aktivitas ASB, komponen aktivitas,
rincian komponen, volume, dan unit kegiatan.

(3) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) ditetapkan berdasarkan aktivitas ASB, komponen
aktivitas, rincian komponen, volume, dan unit kegiatan
masing-masing SKPD.

(4) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan pengurangan.

(5) Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 3

(1) Dalam hal kegiatan pada suatu program yang akan
dilaksanakan oleh SKPD belum tercantum dalam ASB,
Kepala SKPD dapat mengusulkan besaran belanja kegiatan
kepada Wali Kota melalui Tim Anggaran Pemerintah
Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



(2) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan prinsip
efisien, efektif, dan akuntabel.

(3) Usulan besaran belanja kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicantumkan dalam ASB setelah
mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Diundangkan di Madiun

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

26 April 2024 _ . _
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
b
Kepala Bagian Hukum,

[=]

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 22/G

Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009
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LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025

. JENIS ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN 2025
NON FISIK

KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

a | Kendaraan Pejabat Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

b | Kendaraan Pejabat Eselon II

2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan

a | Kendaraan Hilux Diesel

b | Kendaraan Roda Empat

c | Kendaraan Roda Empat Pull

d | Kendaraan Roda Enam (Bus Sekolah)

e | Kendaraan Roda Enam (Truk)

f | Kendaraan Dobel Cabin

Kendaraan Roda Tiga

h | Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Empat

i | Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Dua

4 | Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan

S | Sosialisasi/Bimbingan Teknis

Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Aparatur yang Dilaksanakan di

Gedung Sendiri

b | Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Aparatur dengan Menyewa Gedung

Sosialisasi/Bimbingan Teknis Bagi Masyarakat yang Dilaksanakan di

Gedung Sendiri

Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Masyarakat yang Dilaksanakan

dengan Menyewa Gedung/Tempat Pertemuan

e | Sosialisasi/Bimbingan Teknis Luar Kota
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ASB 01: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

Definisi Operasional

ASB Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II)
merupakan standar belanja untuk pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) yang dilaksanakan oleh Organisasi
Perangkat Daerah. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas jabatan yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah.
Kegiatan ini bersifat rutin dan umum dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat
Daerah. Kegiatan ini dianggarkan untuk membiayai biaya pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas jabatan dalam 1 (satu) tahun.

Output
Output subkegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas jabatan yang layak

operasi dengan satuan berupa unit.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Jabatan

(Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Eselon II) sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Eselon II) berdasarkan tahun anggaran
sebelumnya dan kebutuhan tahun berkenaan.

2. pelaksanaan subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Eselon II) secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan
peruntukannya.

3. pelaporan subkegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Jabatan (Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Eselon II). Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan
subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di masa yang

akan datang.
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Rekening
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

Formula ASB
Formula ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebagai berikut:

Y= B1X1
Keterangan:
Y Total Pagu Anggaran
B1 Koefisien nilai maksimum
X1 Jumlah Kendaraan

Hasil Analisis

a.

Kendaraan Pejabat Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah

1.

ASB Kendaraan Operasional Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah

Rekening Belanja:
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT KDH/WKDH

Uraian |Hoefisier] Satuan | Harga | Hari | Bulan | Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- BEM 4.0 | liter 15.000 a2 12 15.840.000
- Pelumas 7 | liter 130.000 1 4 3.640.000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

- Suku Cadang 1 | unit 7.350.000 1 1 ‘7.350.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan
Perizinan

- Pajak kendaraan 1 | unit 3.700.000 1 1 3.700.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

- Service Kendaraan 1 | unit 2.016.000 1 4 8.064.000

JUMLAH 38.594.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk
Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah diperoleh biaya
pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar
Rp38.594.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa
tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp38.594.000
merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan
1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah
nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020

tentang Standar Harga Satuan Regional.
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Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya
pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan
jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan
kendaraan dinas Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Kota
Madiun paling banyak dapat dianggarkan sebanyak 22 (dua puluh dua)
hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 4 (empat)
liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa mengalokasikan
jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang

sudah ditetapkan.

2. ASB Kendaraan Operasional Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT KDH, WKDH, Pimpinan DFRD

Uraian Koefisie] Satuan | Harga | Hari | Bulan | Jumlah |

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

- BBM 5,0 | liter 15.000 22 12 19.800.000

- Pelumas 7 | liter 130.000 1 4 3.640.000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

- SBuku Cadang 1 | unit 7.350.000 1 1 7.350.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan

Perizinan

- Pajak Kendaraan 1 | unit 2.300.000 1 1 2.300.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

- Service Kendaraan 1 [ unit | 972.000 | 1 4| 3.888.000
JUMLAH 36.978.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk
Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah diperoleh biaya
pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar
Rp36.978.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa
tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp36.978.000
merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan
1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah
nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional sebesar Rp38.610.000 per wunit
kendaraan per tahun. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam
penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari
operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari
dibatasi.
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Pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan/atau Wakil
Kepala Daerah Kota Madiun paling banyak dapat dianggarkan sebanyak
22 hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling tinggi 5 (lima)
liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa mengalokasikan
jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang

sudah ditetapkan.

3. ASB Kendaraan Operasional Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Rekening Belanja:
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL PEJABAT KDH WKDH (MOBIL LISTRIK)

Kode Rekening Uraian Foeﬂ.nle| Satuan Harga Bulan Jumilah

5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

Belanja Penggantian suku cadang 1 | unit 12.750.000 12,750.000

5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

- Pajak Kendaraan * 1 | unit 7.500.000 7.500.000

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

- Service Kendaraan * 1 | unit 4.050.000 4 16.200.000
JUMLAH 36.450.000
BATASAN PAGU 36.450.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas mobil
listrik untuk pejabat Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah diperoleh biaya
pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar
Rp36.450.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa
tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp36.450.000
merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan
1 (satu) unit kendaraan mobil listrik dalam setahun dan nilai tersebut
sesuai nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional sebesar Rp38.610.000 per unit

kendaraan per tahun.
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Kendaraan Pejabat Eselon II
Rekening Belanja:
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL PEJAEAT ESELON II DAN I

Uraian Koefisie]l Satuan | Harga | Hari | Bulan | Jumlah |

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

- BEM 4 | liter 15.000 22 12 15.840.000

- Pelumas 7 | liter 130.000 4 3.640.000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

- Buku Cadang 1 | unit 5.750.000 1 1 5.750.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

- Pajak Kendaraan 1 | unit 2.300.000 1 1 2.300.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

- Service Kendaraan 1 | unit 972.000 1 4 3.888.000
JUMLAH 31.418.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk
Pejabat Eselon II Kota Madiun diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi
per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp31.418.000. Nilai tersebut
diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta rencana
penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya
pemeliharaan paling tinggi Rp31.418.000 merupakan nilai paling tinggi
yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan
dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan
pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran
biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan
dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan
kendaraan dinas Pejabat Eselon II Kota Madiun paling banyak dapat
dianggarkan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan Bahan Bakar
Minyak per hari paling banyak 4 (empat) liter. Sehingga Satuan Kerja
Perangkat Daerah tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah

Bahan Bakar Minyak per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



ASB 02: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN

Definisi Operasional

ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan merupakan standar belanja
untuk pemenuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
operasional atau lapangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan terdiri atas belanja
pemeliharaan, belanja bahan bakar, dan pelumas serta belanja suku cadang.
Sementara kegiatan perizinan kendaraan terdiri dari belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan, bea, pajak kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah, serta hal lain terkait perizinan kendaraan. Kegiatan ini
bersifat rutin dan umum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Kegiatan ini dianggarkan untuk membiayai biaya pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas operasional atau lapangan dalam 12 (dua belas) bulan.

Output
Output subkegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan

yang layak operasi dengan satuan berupa unit.

Tahapan

Tahapan subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan

pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau

lapangan sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan berdasarkan tahun anggaran sebelumnya dan kebutuhan
tahun berkenaan.

2. pelaksanaan subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan
peruntukannya.

3. pelaporan subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan
subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak
kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan di masa yang

akan datang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Formula ASB
Formula ASB Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan sebagai berikut:

Y= B1X1
Keterangan:
Y Total Pagu Anggaran
B1 Koefisien nilai maksimum

X1 Jumlah Kendaraan

Hasil Analisis
a. Hilux Diesel
Rekening Belanja:
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT (Diesel)

Uraian | HKoefisien| Satuan Harga Hari Bulan Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- BBM 4 | liter 15.000 26 12 18.720.000
- Pelumas 4 | liter 130.000 1 4 2.080.000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
- Suku Cadang 1 | unit 7.350.000 1 1 ‘7.350.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
- Pajak kendaraan 1 | unit 2.200.000 1 1 2.200.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
- Service Kendaraan 1 [ unit | 715.000 | 1] 4|  2.860.000
JUMLAH 33.210.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk
kendaraan operasional roda empat diesel Kota Madiun diperoleh biaya
pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar
Rp33.210.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa
tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan Rp33.210.000 merupakan nilai
paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1 (satu) unit
kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang
ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam
penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional

kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat
Hilux diesel Kota Madiun paling banyak dapat dianggarkan sebanyak 26
(dua puluh enam) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling
banyak 4 (empat) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa
mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di

luar dari yang sudah ditetapkan.

Kendaraan Roda Empat
1. Kendaraan Roda Empat Setara Avanza
Rekening Belanja:
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT (Setara Avanza)

Uraian | Koefisien | Satuan Harga Hari Bulan Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- BBM 5 | Liter 15.000 20 12 18.000.000
- Oli Mesin 5 | Liter 50.000 1 2 500.000
- Oli Tranmisi 4 | Liter 65,000 1 1 260,000
- Oli Gardan 4 | Liter T0.000 1 1 280.000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
- Buku Cadang 1 | umnit 5.210.000 1 1 5.210.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
- Pajak Kendarasan 1 | unit 1.200.000 1 1 1.200.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
- Service Kendarad 1 | unit B09.000 1 2 1.618.000

JUMLAH 27.068.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk
kendaraan operasional roda empat Kota Madiun diperoleh biaya
pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar
Rp27.068.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa
tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya
pemeliharaan paling tinggi Rp27.068.000 merupakan nilai paling tinggi yang
bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun
dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa
poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan
kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan

Bakar Minyak per hari dibatasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda
empat paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja
dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 5 (lima) liter (Pertamax),
sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat mengangarkan belanja
Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

2. Kendaraan Roda Empat Setara Innova
Rekening Belanja:
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASB KENDARAAN OFPERASIONAL RODA EMPAT (Setara Innova)

Uraian | Koefisien | Satuan Harga Hari Bulan Jumlah

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

- BBM 6 | Liter 15.000 20 12 21.600.000

Pelumas

- Oli Mesin 5 | Liter 50.000 1 2 500.000

- Oli Tranmisi 4 | Liter 55.000 1 1 260.000

- Oli Gardan 4 | Liter 70,000 1 1 280.000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

- Buku Cadang 1 | unit 5.210.000 1 1 5.210.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

- Pajak Kendaraan 1 | umnit 2.300.000 1 1 2.300.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

- Service Kendaraan 1 | umnit 972,000 1 2 1.944.000
JUMLAH 32.094.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk
kendaraan operasional roda empat Kota Madiun diperoleh biaya
pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar
Rp32.094.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa
tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya
pemeliharaan paling tinggi Rp32.094.000 merupakan nilai paling tinggi
yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam
setahun dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran
biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan
dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan
kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat paling tinggi
dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan
Bakar Minyak per hari paling banyak 6 (enam) liter (Pertamax), sehingga
Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat mengangarkan belanja Bahan
Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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Kendaraan Roda Empat Pull
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1. Kendaraan Roda Empat Pull (Hiace)

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASE KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT PULL (Minu Bus)

Uraian | Koefisien | SBatuan Harga Bulan Jumlah

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

- BBM 4 | Liter 15.000 20 12 14.400.000

- Oli Mesin 5 | Liter 50.000 1 2 500.000

- Oli Tranmisi 4 | Liter 65.000 1 260.000

- Ol Gardan 4 | Liter T0.000 1 1 280.000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

-Suku Cadang 1 | unit 5.210.000 1 1 5.210.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

- Pajak Kendaraan 1 | unit 1.200.000 1 1 1.200.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

- Service Kendaraan 1 | unit 1.824.000 1 2 3.648.000
JUMLAH 25.498.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk
kendaraan operasional roda empat pull diperoleh biaya pemeliharaan
paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp25.498.000.
Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta
rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan
paling tinggi Rp25.498.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa
dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun
dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya
pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan
jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan
kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat pull paling
tinggi dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan
Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 4 (empat) liter (Pertamax),
sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat mengangarkan

belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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2. Kendaraan Roda Empat Pull (Innova)
Rekening Belanja:
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASE KENDARAAN OPERASIONAL RODA EMPAT PULL (Innova)

Uraian | Koefisien | Satuan Harga Hari Bulan Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- BBM 2 | Liter 15.000 20 12 T.200.000
Pelumas
- Ol Mesin 5 | Liter 50.000 1 2 500.000
- Ol Tranmisi 4 | Liter 65.000 1 1 260.000
- Ol Gardan 4 | Liter T0.000 1 1 280.000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
- Buku Cadang 1 | unit 5.210.000 1 1 5.210.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
- Pajak Kendaraan 1 | umnit 1.200.000 1 1 1.200.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
- Service Kendaraan 1 | unit 972000 1 2 1.944.000

JUMLAH 16.594.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk
kendaraan operasional roda empat pull diperoleh biaya pemeliharaan
paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar Rp16.594.000.
Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa tahun serta
rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya pemeliharaan
paling tinggi Rpl16.594.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa
dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam setahun
dan nilai tersebut berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran biaya
pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan
jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan
kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda empat pull paling
tinggi dapat dianggarkan sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan
Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 2 (dua) liter (Pertamax),
sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat mengangarkan

belanja Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

d. Kendaraan Roda Enam (Bus Sekolah)

Rekening Belanja:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-

Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASE KENDARAAN OPERASIONAL RODA ENAM (BUS Sekolah)

Uraian Koefigiey Satuan Harga Hari Bulan Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- BBM 25,0 | liter 15.000 22 12 99.000.000
- Pelumas 2 | kali 500.000 1 1.000.000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
- Suku Cadang 1 | unit 5.900.000 1 1 5.900.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

- pajak kendarasn 1 | unit 1.600.000 1 1 1.600.000

- Uji Kir 1 | unit 100.000 1 1 100.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

- Service Kendaraan 2 | kali 1.000.000 1 1 2.000.000
JUMLAH 109.600.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas untuk
kendaraan operasional roda enam (bus sekolah) diperoleh biaya
pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar
Rp109.600.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa
tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah dengan memperhatikan kewajaran belanja. Biaya
pemeliharaan paling tinggi Rp109.600.000 merupakan nilai paling tinggi
yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan satu unit kendaraan dalam
setahun dan nilai tersebut berada di atas nilai yang ditetapkan pada
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penganggaran
biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari operasional kendaraan dan
jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan
dinas untuk kendaraan operasional roda enam (bus sekolah) paling tinggi
dapat dianggarkan sebanyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dengan Bahan
Bakar Minyak per hari paling banyak 25 (dua puluh lima) liter (Pertamax),
sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak dapat mengangarkan belanja

Bahan Bakar Minyak lebih dari ASB yang telah ditetapkan.

Kendaraan Roda Enam (Truk)

Rekening Belanja:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
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5.1.02.03.02.0037 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Angkutan

ASE KENDARAAN OPERASIONAL RODA ENAM (TRUK)
Uraian Koefizien | Satuan Harga Hari Bulan Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

- BBM 9 | Liter 7.000 30 12 22.680.000
- Oli Mesin & | Liter 50.000 1 2 800.000
- Ol Tranmisi 4 | Liter 65.000 1 1 260.000
- Oli Gardan 4 | Liter T0.000 1 1 280.000
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

- Buku Cadang 1] Pe 9.590.000 1 1 9.590.000
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

- Pajak Kendaraan 1 | unit 2.000.000 1 1 2.000.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
- Service Kendaraan 1 | unit 715.000 1 2 1.430.000

JUMLAH 37.040.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada
kendaraan operasional roda enam truk Kota Madiun diperoleh biaya
pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar
Rp37.040.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa
tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp37.040.000
merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan 1
(satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah
nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus diperhatikan
dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu jumlah hari
operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak per hari
dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan operasional roda
enam truk Kota Madiun paling tinggi dapat dianggarkan sebanyak 30 (tiga
puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari paling banyak 9
(sembilan) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak bisa
mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per hari di

luar dari yang sudah ditetapkan.

Kendaraan Dobel Cabin

Rekening Belanja:
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5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan

Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang

ASBE KENDARAAN OPERASIONAL DOUELE CAEIN |(Bensin)

Uraian | Koefisien | Satuan Harga Hari Bulan Jumlah

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas|

- BBM 5 | Liter 15.000 20 12 18.000.000

Pelumas

- Ol Mesin 4 | Liter 50.000 1 4 800.000

- Ol Tranmisi 3 | Liter 65.000 1 1 195.000

- Oli Gardan 3 | Liter T0.000 1 1 210.000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Anglkutan

- Suku Cadang 1| Pc 9.740.000 1 1 9.740.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan

- Pajak Kendaraan 1 | unit 1.700.000 1 1 1.700.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang

- Service Kendaraan 1 | unit 715.000 1 4 2.860.000
JUMLAH 33.505.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada
kendaraan operasional roda empat dobel gardan Kota Madiun diperoleh
biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun
sebesar Rp33.505.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori
beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp33.505.000
merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan
1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah
nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus
diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu
jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak
per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan
operasional roda enam truk Kota Madiun paling tinggi dapat dianggarkan
sebanyak 20 (dua puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari
paling tinggi 5 (lima) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak
bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per

hari di luar dari yang sudah ditetapkan.

g. Kendaraan Roda Tiga
Rekening Belanja:
5.1.02.03.02.0039 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan
Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Beroda

Tiga
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ASB HENDARAAN OPERASIONAL RODA TIGA

Uraian Koefisien Satuan Harga Hari Bulan Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- BBM 2 | liter 15.000 a0 12 10.800.000
- Pelumas 4 | kali 500.000 1 1 2.000.000
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
- Suku Cadang | 1 | unit 2.200.000 1 1 2.200.000
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
- pajak kendaraan 1 | unit 500.000 1 1 500.000

Belanja Pemeliharaan Alat Anglkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
- Service Kendarasn 4 [ kali [ 250.000 | 1] 1 1.000.000

JUMLAH 16.500.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada
kendaraan operasional roda tiga Kota Madiun diperoleh biaya
pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun sebesar
Rp16.500.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori beberapa
tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp16.500.000
merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan
1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah
nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus
diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu
jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak
per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan
operasional roda enam truk Kota Madiun paling tinggi dapat dianggarkan
sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari
paling tinggi 2 (dua) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak
bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per

hari di luar dari yang sudah ditetapkan.
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h. Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Empat
Rekening Belanja:
5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat

Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Khusus

ASE KENDARAAN OPERASIONAL PATROLI JALAN RAYA RODA EMPAT

Uraian Koefisien| Satuan Harga Hari Bulan Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
- BBM 4 | liter 15.000 a0 12 21.600.000
- Ganti olie 4 | kali 500.000 1 1 2.000.000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan
- Suku Cadang 1 | unit 6.000.000 1 1 6.000.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
- Pajak kendaraan 1 | unit 2.200.000 1 1 2.200.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Kendaraan Dinas Bermotor Khusus
- Service Kendaraan 4 | kali 1.033.000 1 1 4.132.000

JUMLAH 35.932.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada
kendaraan operasional patrol jalan raya roda empat Kota Madiun
diperoleh biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu
tahun sebesar Rp35.932.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data
histori beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi
Rp35.932.000 merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam
pemeliharaan 1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut
berada di bawah nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus
diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu
jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak
per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan
operasional roda enam truk Kota Madiun paling tinggi dapat dianggarkan
sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari
paling banyak 4 (empat) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah
tidak bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak

per hari di luar dari yang sudah ditetapkan.
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Kendaraan Patroli Jalan Raya Roda Dua

Rekening Belanja:

5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Daear

Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Khusus

ASE KENDARAAN OPERASIONAL PATROLI JALAN RAYA RODA DUA

Uraian | Koefisien| Satuan Harga Hari Bulan Jumlah
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas|
- BEM 2,0 | liter 15.000 30 12 10.800.000
- Ganti olic 4 | kali 500,000 1 1 2,000,000

Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan

- Suku Cadang 1 | unit 4.200.000 1 1 4.200.000

Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan
Perizinan

- Pajak kendaraan 1 | unit 500.000 1 1 500.000

Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-
Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Kendaraan Dinas Bermotor
Khusus

- Service Kendaraan 4 | kali 250.000 1 1 1.000.000

JUMLAH 18.500.000

Berdasarkan hasil analisis pemeliharaan kendaraan dinas pada
kendaraan operasional patroli jalan raya roda dua Kota Madiun diperoleh
biaya pemeliharaan paling tinggi per kendaraan selama satu tahun
sebesar Rp18.500.000. Nilai tersebut diperoleh berdasarkan data histori
beberapa tahun serta rencana penganggaran dari masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah. Biaya pemeliharaan paling tinggi Rp18.500.000
merupakan nilai paling tinggi yang bisa dianggarkan dalam pemeliharaan
1 (satu) unit kendaraan dalam setahun dan nilai tersebut berada di bawah
nilai yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Regional. Beberapa poin yang harus
diperhatikan dalam penganggaran biaya pemeliharaan kendaraan yaitu
jumlah hari operasional kendaraan dan jumlah liter Bahan Bakar Minyak
per hari dibatasi. Pemeliharaan kendaraan dinas untuk kendaraan
operasional roda enam truk Kota Madiun paling tinggi dapat dianggarkan
sebanyak 30 (tiga puluh) hari kerja dengan Bahan Bakar Minyak per hari
paling banyak 2 (dua) liter. Sehingga Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak
bisa mengalokasikan jumlah hari dan jumlah Bahan Bakar Minyak per

hari di luar dari yang sudah ditetapkan.
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ASB 03: PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Definisi Operasional

ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah standar
belanja yang digunakan untuk membiayai proses penyusunan dokumen-
dokumen perencanaan pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah, seperti
Rencana Strategis dan Rencana Kerja. Subkegiatan ini meliputi belanja alat tulis
kantor dan bahan cetak. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada
subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening belanja ASB

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Output
Output subkegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

(Laporan).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan perangkat daerah selama 1 (satu) tahun;

2. pelaksanaan subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat
daerah secara tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan
peruntukannya; dan

3. pelaporan subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat
daerah. Laporan ini akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan
subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah di

masa yang akan datang.

Rekening
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

Formula ASB
Formula ASB Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebagai
berikut:

Y= B1X1
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Berdasarkan hasil analisis Dokumen Pelaksanaan Aanggaran Organisasi

Perangkat Daerah Kota Madiun pada subkegiatan penyusunan dokumen

perencanaan perangkat daerah dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok Organisasi

Perangkat Daerah yaitu besar, sedang, dan kecil. Besar nilai pagu anggaran

paling tinggi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini pada masing-

masing kelompok secara rinci tersaji dalam tabel berikut:

Nama Kelompok Pagu Keterangan
Subkegiatan Anggaran
(Rp)
Penyusunan Kelompok 1 3.000.000 Dinas Pendidikan, Badan
Dokumen Perencanaan, Penelitian
Perencanaan dan Pengembangan
Perangkat Daerah Daerah, Dinas
Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Penyusunan Kelompok 2 2.000.000 Dinas Perumahan Rakyat
Dokumen dan Kawasan
Perencanaan Permukiman, Dinas

Perangkat Daerah

Tenaga Kerja, Koperasi
Usaha Kecil Dan
Menengah, Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Dinas

Perhubungan, Dinas
Komunikasi dan
Informatika, Dinas

Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olah

Raga, Dinas
Perpustakaan dan
Kearsipan, Dinas
Perdagangan, Badan

Keuangan dan Aset
Daerah, Badan
Pendapatan Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




-21 -

Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia,
Inspektorat Daerah,
Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang,

Dinas Sosial,
Pemberdayaan

Perempuan dan
Perlindungan Anak,

Dinas Ketahanan Pangan
dan Pertanian, Dinas
Lingkungan Hidup,
Sekretariat DPRD, Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik,
Kecamatan Manguharjo,
Kecamatan  Kartoharjo,

Kecamatan Taman

Penyusunan
Dokumen
Perencanaan

Perangkat Daerah

Kelompok 3

1.500.000

Sekretariat Daerah,
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
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ASB 04: MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN TINGKAT
KECAMATAN

Definisi Operasional

ASB Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan merupakan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan secara rutin setiap
tahunnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum musyawarah
antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-
langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar
usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan
prioritas pembangunan daerah Kota di wilayah Kecamatan. Subkegiatan ini
digunakan untuk membiayai kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
mulai dari tahap konsultasi publik dan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan kecamatan. Tujuan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan adalah untuk menyelaraskan, mengklarifikasi serta menyepakati
rancangan perencanaan pembangunan daerah. Rekening belanja yang dapat
dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan
rekening belanja pada ASB Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Tingkat Kecamatan.

Output
Jumlah Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat

Kecamatan (Berita Acara).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat

kecamatan sebagai berikut:

1. koordinasi internal Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai pelaksanaan
penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
akan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya;

2. pembentukan tim pelaksana kegiatan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. koordinasi tim pelaksana kegiatan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan;

4. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



6. persiapan akhir

Pembangunan dengan melibatkan berbagai pihak pendukung; dan

-23-

pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan

7. pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Rekening
5.1.02.01.01.0024
Kantor

5.1.02.01.01.0025
Kantor Lainnya

5.1.02.01.01.0052
5.1.02.02.04.0118
5.1.02.04.01.0004

Formula ASB

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis

Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kegiatan

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Belanja Sewa Mebel

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

Formula ASB Bimtek sebagai berikut:

Keterangan:

Y= B1X1

Y Total Pagu anggaran

B1 Koefisien nilai maksimum

X1 Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek

Hasil Analisis

Biaya 1 Hari untuk 100 Peserta

Kode Rekening Nama Rekening Rincian Satuan Q P Total Keterangan
Belanja Alat/ Bahan tuk Kegiatan
5.1.02.01.01.0024 ja Alatf Babem CEIAMN | ATK Kegiatan Paket 100 20.000| 2.000.000 SSH
Kantor-Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0025 | >eiaa Alat/Bahan unfuk Kegiatan | Cetak backdrop dan Paket 1 500.000 500.000
Kantor-Kegiatan Kantor Lainnya sewa taman
5.1.02.01.01.0052 ::"E‘Ta Malkeanan dan Mimuman |0 gotak OK 100 4z2.000| 4.200.000 SBU
pal
5.1.02.01.01.0052 | Beiara Makanan dan Minuman o oK 100 23.000| 2.300.000 SBU
Rapat
5.1.02.02.04.0118 |Belanja Sewa Mebel Sewa kursi dan meja oK 100 20.000| 2.000.000
5.1.02.04.01.0004 |MeetnE Perjalanan Dinas Meeting |, o keali 100 so.000| 5.000.000 SBU
Dalam Kota (Bantuan Transport)
Jumlah 16.000.000
Biaya per orang 160.000

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan terdapat beberapa rekening

belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening belanja alat tulis

kantor, rekening belanja kegiatan kantor lainnya, belanja sewa mebel,

belanja perjalanan dinas dalam kota (untuk bantuan transportasi), serta

rekening belanja makanan dan minuman rapat.
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Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada
nilai Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Satuan yang di tetapkan
di Kota Madiun. ASB Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat
kecamatan dengan menggunakan gedung sendiri ini digunakan untuk
pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat
kecamatan yang dihadiri oleh masyarakat perwakilan dari kelurahan dalam
satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari
yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan
diketahui besar biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan sebesar Rp
160.000/orang/hari yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun
yang lain di dalamnya. Nilai tersebut diatas belum termasuk dengan biaya

transportasi bagi narasumber atau pembahas.
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ASB 05: SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS

Definisi Operasional

ASB Sosialisasi/Bimbingan Teknis merupakan standar belanja untuk kegiatan
menyelenggarakan sosilaisasi/bimbingan teknis oleh Organisasi Perangkat
Daerah. Sosialisasi dan bimbingan teknis bertujuan untuk memberikan
peningkatan pemahaman atau transfer pengetahuan tentang satu tema/topik
secara langsung dengan materi bersifat teknis kepada aparatur baik internal
maupun eksternal dengan Organisasi Perangkat Daerah lain, ataupun
kelompok masyarakat. Kegiatan ini dapat dianggarkan oleh masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah. Penyelenggaraan sosialisasi/bimbingan teknis
dengan alokasi waktu 1 (satu) hari atau lebih dengan waktu pelaksanaan 4
(empat) sampai 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di Kota Madiun
dengan konsep kelas. Kegiatan utama bersifat mengundang orang dan perlu
adanya narasumber atau tenaga ahli yang kompeten mengenai tema/topik yang
didiskusikan.

Output
Output kegiatan ini yaitu jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi, dengan

satuan orang hari (OH).

Tahapan

Tahapan subkegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis sebagai berikut:

1. penyusunan dan identifikasi kebutuhan kegiatan bersifat sosialisasi /
bimbingan teknis selama 1 (satu) tahun;

2. pelaksanaan subkegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis secara
tertib dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya; dan

3. pelaporan subkegiatan bersifat sosialisasi / bimbingan teknis. Laporan ini
akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan subkegiatan bersifat

sosialisasi / bimbingan teknis di masa yang akan datang.

Rekening

Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dapat
menggunakan rekening belanja Sosialisasi dengan kode rekening
5.1.02.02.12.0002 atau rekening belanja Bimbingan Teknis dengan kode
rekening 5.1.02.02.12.0003.

Formula ASB

Formula ASB sosialisasi/bimbingan teknis sebagai berikut:

Y= B1X1
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Keterangan:
Y Total Pagu anggaran
B1 Koefisien nilai maksimum
X1 Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi/Bimbingan Teknis

Hasil Analisis

a. Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Aparatur yang Dilaksanakan di Gedung
Sendiri
Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 50 (1 Kelas)
Kode Nama Rincian Satuan Jumlah Oran Q P Total gan
. . Belanja Bahan Banner dan
5.1.02.01.01.0012 |Belanja Bahan-Bahan Lainnya Y Is 1 1| 1.000.000 L000.000|,  dekorasi nanggung
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan )
5.1.02.01.01.0024 | oo R ATK Kegiatan Is 1 1| 500.000 500.000 SSH dan SBU
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan |Penggandaan Materi
5.102.01.01.0026 | W2 /T Bimtek (Fotooopy) lembar 50 40 300 600.000 SSH
5.1.02.01.01.0052 g:'::ga Makanan dan Minuman Snack oK 50 2 23.000 2.300.000 SBU
5.1.02.01.01.0052 g:':ga Makanan dan Minuman |y o0 Giang oK 50 1 42.000 2.100.000 SBU
Jumlah 6.500.000
Biaya Per Orang 130.000
Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 50-100 orang (1 Kelas)
Kode Nama Rincian Satuan Jumlah Q P ‘Total Keterangan
Orang
. . Belanja Bahan Banner dan
5.1.02.01.01.0012 |Belanja Bahan-Bahan Lainnya Material Bimtek Is 1 1 1.000.000 1.000.000 taman/dekorasi panggung
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan .
5.1.02.01.01.0024 | 0 8 tor ATK Kegiatan Is 1 1| s00.000 500.000 SSH dan SBU
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan |Penggandaan Materi
5.1.02.01.01.0026 [ =AW o Bimtos (Fotocopy) lembar 100 40 300 1.200.000 SSH
5.1.02.01.01.0052 2:::13"’ Makenan dan Minuman | OK 100 2 23.000 4.600.000 SBU
5.1.02.01.01.0052 Eg‘::ga Makanan dan Minuman |y on Gane oK 100 1 42.000 4.200.000 SBU
Jumlah 11.500.000
Biaya Per Orang 115.000
Berdasarkan  hasil analisis penyusunan ASB  kegiatan

sosialisasi/bimbingan teknis bagi aparatur yang dilaksanakan di gedung

sendiri terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya,
diantaranya rekening belanja bahan lainnya, rekening belanja alat tulis
kantor, rekening belanja bahan cetak, serta rekening belanja makanan dan
minuman rapat. Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut
berdasarkan pada nilai Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Satuan
yang di tetapkan di Kota Madiun. ASB sosialisasi/bimbingan teknis dengan
menggunakan gedung sendiri ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
sosialisasi/bimbingan teknis yang dihadiri 50 (lima puluh) dan 100
(seratus) orang dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 8

(delpan) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota Madiun.
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Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan
untuk penyelenggaraan bimbingan teknis bagi aparatur dengan
menggunakan gedung sendiri sebesar Rp130.000/orang/hari untuk total
S50 (lima puluh) peserta dan Rpl115.000/orang/hari untuk 100 (seratus)
peserta yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di
dalamnya. Nilai tersebut diatas belum termasuk dengan biaya transportasi

bagi narasumber atau pembahas.

b. Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Aparatur dengan Menyewa Gedung

Biaya 1 Hari untuk
Jumlah Peserta 50
orang (1 Kelas)

Kode Rekening Nama Rekening Rincian Satuan J;:::;h Q P Total Keterangan

Penggandaan Materi
Bimtek (Fotocopy) lembar 50 40 300 600.000 SSH
dan ATK

Belanja Alat/bahan untuk

5.1.02.01.01.0026
Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Belanja Perjalanan Dinas Paket

5.1.02.04.01.0004
Meeting Dalam Kota

Fullday hari 50 1 100.000 5.000.000 SBU

TOTAL 5.600.000
Per Orang 112.000

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan sosialisasi/bimbingan
teknis bagi aparatur yang dilaksanakan dengan menyewa gedung terdapat
beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening belanja
bahan cetak dan rekening belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.
Keseluruhan komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai
Standar Biaya Masukan dan Standar Harga Satuan yang di tetapkan di Kota
Madiun. ASB sosialisasi/bimbingan teknis dengan menyewa gedung ini
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang dihadiri 50 (lima
puluh) dan 100 (seratus) orang dalam satu ruangan kelas dengan waktu
pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di wilayah Kota
Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang diperlukan untuk
penyelenggaraan bimbingan teknis bagi aparatur dengan menyewa gedung
sebesar Rp 112.000/orang/hari. Nilai tersebut diatas belum termasuk dengan

biaya transportasi bagi narasumber atau pembahas.
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Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 50 (1 Kelas)
Kode Nama Ri. Satuan Jumlah orang P Total
. N Belanja Bahan Banner dan

5.1.02.01.01.0012 |Belanja Bahan-Bahan Lainnya Matere] Bimtek Is 1 1| 1.000.000 1.000.000| - dekorast panggung

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan )
510201010024 | o o oy ATK Kegiatan Is 1 1| 500.000 500.000 SSH dan SBU

Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan |Penggandaan Materi
5.1.02.01.01.0026 | =8 VTR Bimtot (Fotoroy) lembar 50 40 300 600.000 SSH
5.1.02.01.01.0052 E;;“ﬂa Makanan dan Minuman |, oK 50 1 23.000 1.150.000 SBU
5.1.02.01.01.0052 gi’:ﬂa Makanan dan Minuman |y o Giang oK 50 1 42.000 2.100.000 SBU

Belanja Perjalanan Dinas Paket
510204010004 | e 8RR e e ota Bantuan Transport OH 50 1 50000 2.500.000 SBU

Jumlah 7.850.000
Biaya Per Orang 157.000
Biaya 1 Hari untuk Jumlah Peserta 50-100 orang (1 Kelas)
Kode Nama Rekeni Rincian Satuan Jumlah orang Q P Total Keterangan
) ) Belanja Bahan Banner dan

5.1.02.01.01.0012 |Belanja Bahan-Bahan Lainnya Matonal Bimtelc Is 1 1| 1.000.000 1.000.000| (- dekorast panggung

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan .
510201010024 |2 A antor ATK Kegiatan Is 1 1| 500.000 500.000 SSH dan SBU

Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan |Penggandaan Materi
5.1.02.01.01.0026 |, "Wt T Eimick (Fotocopy] lembar 100 40 300 1.200.000 SSH
5.1.02.01.01.0052 g:'::ga Makanan dan Minuman g o oK 100 1 23.000 2.300.000 SBU
5.1.02.01.01.0052 g:‘;:fa Makanan dan Minuman — |ypp0 0, giang OK 100 1 42.000 4.200.000 SBU
5.1.02.04.01.0004 |Dciana Perjalanan Dinas Paket Bantuan Transport OH 100 1 50000 5.000.000 SBU

Meeting Dalam Kota

Jumlah Rp14.200.000,00
Biaya Per Orang Rp142.000,00
Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB sosialisasi/kegiatan

bimbingan teknis bagi masyarakat yang dilaksanakan di gedung sendiri
terdapat beberapa rekening belanja sebagai penyusunnya, diantaranya rekening
belanja bahan lainnya, rekening belanja alat tulis kantor, rekening belanja
bahan cetak, rekening belanja makanan dan minuman rapat serta rekening
belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Keseluruhan komponen
rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Masukan dan
Standar Harga Satuan yang di tetapkan di Kota Madiun. ASB
sosialisasi/bimbingan teknis bagi masyarakat dengan menggunakan gedung
sendiri ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang
dihadiri 50 (lima puluh) dan 100 (seratus) orang dalam satu ruangan kelas
dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di
wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang
diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis bagi masyarakat dengan
menggunakan gedung sendiri sebesar Rp 157.000/orang/hari untuk total 50
(lima puluh) peserta dan Rp 142.000/orang/hari untuk 100 (seratus) peserta
yang mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya. Nilai
tersebut diatas belum termasuk dengan biaya transportasi bagi narasumber

atau pembahas.
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d. Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi Masyarakat yang Dilaksanakan
dengan Menyewa Gedung/Tempat Pertemuan
Biaya 1 Hari untuk

Jumlah Peserta 50
orang (1 Kelas)

Kode Rekening Nama Rekening Rincian Satuan J::;l;h Q P Total Keterangan
. Penggandaan Materi
5.1.02.01.01.0026 Belania Alat/bahan untuk Bimtek (Fotocopy) lembar 50 40 300 600.000|  SSH
Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
dan ATK
Belanja Perjalanan Dinas Paket
5.1.02.04,01.0004 Meeting Dalam Kota Sewa gedung fullday OH 50 1 100.000|  5.000.000|  SBU
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket  |p_ o0 transport OH 50 1 50.000|  2.500.000| SBU
Meeting Dalam Kota
TOTAL 8.100.000
Per Orang 162.000
Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan

sosialisasi/bimbingan teknis bagi masyarakat yang dilaksanakan dengan
menyewa gedung atau tempat pertemuan terdapat beberapa rekening belanja
sebagai penyusunnya seperti, rekening belanja bahan cetak dan rekening
belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota. Keseluruhan komponen
rekening belanja tersebut berdasarkan pada nilai Standar Biaya Madukan dan
Standar Harga Satuan yang di tetapkan di Kota Madiun. ASB
sosialisasi/bimbingan teknis bagi masyarakat dengan menyewa gedung ini
digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis yang
dihadiri 50 (lima puluh) dan 100 (seratus) orang dalam satu ruangan kelas
dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari yang dilaksanakan di
wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan diketahui besar biaya yang
diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan teknis bagi masyarakat dengan
menyewa gedung sebesar Rp 162.000/orang/hari yang mana sudah termasuk
biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya. Nilai tersebut di atas belum

termasuk dengan biaya transportasi bagi narasumber atau pembahas.

e. Sosialisasi / Bimbingan Teknis Luar Kota

Biaya Paket Meeting
Luar Kota untuk 1
Orang Per Hari

Kode Rekening Nama Rekening Rincian Satuan Q P Total Keterangan

Perpres No
Fullboard Meeting hari 1 1.204.000 1.204.000 1.204.000 53 Tahun
2023

Belanja Perjalanan Dinas Paket

5.1.02.04.01.0005 Meeting Luar Kota

Per Orang 1.204.000

Berdasarkan hasil analisis penyusunan ASB kegiatan
sosialisasi/bimbingan teknis luar kota terdapat rekening belanja perjalanan

dinas paket meeting luar kota sebagai penyusunnya.
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Komponen rekening belanja tersebut berdasarkan pada Peraturan
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. ASB
sosialisasi/bimbingan teknis luar kota ini digunakan untuk pelaksanaan
kegiatan bimbingan teknis yang dihadiri 50 (lima puluh) dan 100 (seratus) orang
dalam satu ruangan kelas dengan waktu pelaksanaan 8 (delapan) jam per hari
yang dilaksanakan di luar wilayah Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan
diketahui  besar biaya yang diperlukan untuk  penyelenggaraan
sosialisasi/bimbingan teknis luar kota sebesar Rp 1.204.000/orang/hari yang
mana sudah termasuk biaya-biaya penyusun yang lain di dalamnya. Nilai
tersebut di atas belum termasuk dengan biaya transportasi bagi narasumber

atau pembahas.
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FISIK

No.

KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN
SEDERHANA

Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung

Sederhana

Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung

Sederhana

Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung

Sederhana

PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN
TIDAK SEDERHANA

Komponen Kegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak

Sederhana

Komponen Kegiatan Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak

Sederhana

Komponen Kegiatan Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak

Sederhana

Komponen Kegiatan Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak

Sederhana

PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI
GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

Pembangunan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

10

Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI
RUMAH NEGARA

11

Pembangunan Rumah Negara

12

Pemeliharaan Rumah Negara

13

Rehabilitasi Rumah Negara

PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI
PAGAR RUMAH NEGARA

14

Pembangunan Pagar Rumah Negara
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No.

KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

15

Pemeliharaan Pagar Rumah Negara

16

Rehabilitasi Pagar Rumah Negara

PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI
PAGAR GEDUNG NEGARA

17

Pembangunan Pagar Gedung Negara

18

Pemeliharaan Pagar Gedung Negara

19

Rehabilitasi Pagar Gedung Negara

PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI
GEDUNG PENDIDIKAN

20

Pembangunan Gedung Pendidikan

21

Pemeliharaan Gedung Pendidikan

22

Rehabilitasi Gedung Pendidikan

PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI
GEDUNG KESEHATAN

23

Pembangunan Gedung Kesehatan

24

Pemeliharaan Gedung Kesehatan

25

Rehabilitasi Gedung Kesehatan

PEKERJAAN NONSTANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN TIDAK
SEDERHANA

26

Pekerjaan Non-Standar Pada Gedung Sederhana Dan Tidak Sederhana

PEKERJAAN REKONSTRUKSI, PEMELIHARAAN BERKALA DAN
PEMELIHARAAN RUTIN JALAN

27

Pekerjaan Rekonstruksi Jalan

28

Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan

29

Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan

PEKERJAAN TAMAN

30

Pekerjaan Taman

PEKERJAAN SALURAN DRAINASE JALAN

31

Pekerjaan Saluran Drainase Jalan
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KEGIATAN: PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN
SEDERHANA

ASB 01: KOMPONEN KEGIATAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN
GEDUNG SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi
bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai sampai
dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan paling besar 500 m? (lima ratus meter
persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan
tipe E. Perencanaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang
kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana dimana diperlukan jasa
konsultansi berupa perencanaan konstruksi bangunan.

Biaya perencanaan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan
langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

b) materi dan penggandaan laporan;

c) pembelian dan sewa peralatan;

d) sewa kendaraan;

e) biaya rapat;

f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;

g) biaya komunikasi;

h) asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance); dan

i) pajak dan iuran daerah lainnya.

Pada ASB Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai
konstruksi yang direncanakan berkisar Rp 50.000.000,00 s/d Rp
10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada
subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Perencanaan

Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

Output

Output berupa laporan perencanaan bangunan gedung sederhana (dokumen).
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Tahapan

Tahapan subkegiatan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana

sebagai berikut:

1.

penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultansi perencanaan konstruksi
bangunan gedung sederhana;

penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi perencanaan
konstruksi bangunan gedung sederhana;

pengadaan jasa konsultansi perencanaan konstruksi bangunan gedung
sederhana;

pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultansi perencanaan
konstruksi bangunan gedung sederhana; dan

penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultansi perencanaan konstruksi

bangunan gedung sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:

Y
P

Total Pagu Anggaran
Harga Satuan
Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh

sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)
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ASB 02: KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN KONSTRUKSI BANGUNAN
GEDUNG SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi

bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai sampai

dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan paling besar 500 m? (lima ratus meter

persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan

tipe E. Pengawasan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang

kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana dimana diperlukan jasa

konsultansi berupa pengawasan konstruksi bangunan.

Biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan

langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

b) materi dan penggandaan laporan;

c) pembelian dan sewa peralatan;

d) sewa kendaraan;

e) biaya rapat;

f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;

g) biaya komunikasi;

h) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;

i) penyiapan dokumen pendaftaran;

j) asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance);

k) pajak; dan

1) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pada ASB Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai

konstruksi yang direncanakan berkisar Rp 50.000.000,00 s/d Rp

10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada

subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Pengawasan

Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

Output

Output berupa laporan pengawasan bangunan gedung sederhana (dokumen).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



-36 -

Tahapan
Tahapan subkegiatan Pengawasan Bangunan Gedung Sederhana sebagai
berikut:
1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultansi pengawasan bangunan

gedung sederhana;

penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi pengawasan
konstruksi bangunan gedung sederhana;

pengadaan jasa konsultansi pengawasan konstruksi bangunan gedung
sederhana;

pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultansi pengawasan
bangunan gedung sederhana; dan

penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultansi pengawasan bangunan

gedung sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:

Y
P

Total Pagu Anggaran
Harga Satuan
Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh

sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)
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ASB 03: KOMPONEN KEGIATAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI BANGUNAN
GEDUNG SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung, bangunan gedung sederhana merupakan bangunan yang meliputi

bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai sampai

dengan 2 (dua) lantai dan memiliki luasan paling besar SO0 m? (lima ratus meter

persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe C, tipe D, dan

tipe E. Pengelolaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang dari

kegiatan konstruksi bangunan gedung sederhana.

Biaya pengelolaan terbagi menjadi 2 (dua), untuk unsur pengguna anggaran

ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk keperluan:

a) honorarium staff dan kelompok kerja pengadaan;

b) perjalanan dinas;

c) rapat;

d) proses pemilihan;

e) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan
penahapannya;

f) penyusunan laporan;

g) dokumentasi; dan

h) persiapan dan pengiriman kelengkapan adminisrasi atau dokumen
pendaftaran Bangunan Gedung Negara.

Dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk pengelola teknis untuk keperluan:

a) honorarium pengelola teknis;

b) honorarium tim teknis atau narasumber;

c) perjalanan dinas;

d) rapat;

e) proses pemilihan;

f) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan
penahapannya;

g) penyusunan laporan; dan

h) dokumentasi.
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Pada ASB Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana, nilai
konstruksi yang direncanakan berkisar Rp 50.000.000,00 s/d Rp
10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada
subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Pengelolaan

Konstruksi Bangunan Gedung Sederhana.

Output

Output berupa laporan pengelolaan bangunan gedung sederhana (dokumen).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pengelolaan Bangunan Gedung Sederhana sebagai

berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi
bangunan gedung sederhana;

2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi pengelolaan konstruksi
bangunan gedung sederhana;

3. pelaksanaan dan pengawasan untuk kegiatan pengelolaan kegiatan
konstruksi bangunan gedung sederhana; dan

4. penerimaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi

bangunan gedung sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan
Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh

Q

sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)
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KEGIATAN: PEKERJAAN PENUNJANG KEGIATAN KONSTRUKSI BANGUNAN
TIDAK SEDERHANA

ASB 04: KOMPONEN KEGIATAN PERENCANAAN KONSTRUKSI BANGUNAN
GEDUNG TIDAK SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang
meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai
lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m? (lima ratus meter
persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B.
Perencanaan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan
konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa
konsultansi berupa perencanaan konstruksi bangunan.

Biaya perencanaan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung
pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

b) materi dan penggandaan laporan;

c) pembelian dan sewa peralatan;

d) sewa kendaraan;

e) biaya rapat;

f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;

g) biaya komunikasi;

h) asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance); dan

i) pajak dan iuran daerah lainnya.

Pada ASB Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai
konstruksi yang direncanakan berkisar Rp 50.000.000,00 s/d Rp
10.000.000.000,00. Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada
subkegiatan ini hanya yang disebut pada subbahasan rekening Perencanaan

Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana.
Output

Output berupa laporan perencanaan bangunan gedung tidak sederhana

(dokumen).
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Tahapan

Tahapan subkegiatan Perencanaan Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagai

berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultansi perencanaan bangunan
gedung tidak sederhana;

2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi perencanaan bangunan
gedung tidak sederhana;

3. pengadaan jasa konsultansi perencanaan bangunan gedung tidak
sederhana;

4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultansi perencanaan
bangunan gedung tidak sederhana; dan

5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultansi perencanaan bangunan

gedung tidak sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan
Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh

sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)
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ASB 05: KOMPONEN KEGIATAN PENGAWASAN KONSTRUKSI BANGUNAN
GEDUNG TIDAK SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang

meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai

lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari S00 m? (lima ratus meter

persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B.

Pengawasan konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan

konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa

konsultansi berupa pengawasan konstruksi bangunan.

Biaya pengawasan ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung

pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

b) materi dan penggandaan laporan;

c) pembelian dan sewa peralatan;

d) sewa kendaraan;

e) biaya rapat;

f) perjalanan lokal, luar kota, dan/atau luar negeri;

g) biaya komunikasi;

h) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;

i) penyiapan dokumen pendaftaran;

j) asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance);

k) pajak; dan

1) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pada ASB Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai

konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000 s/d Rp10.000.000.000

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang

disebut pada subbahasan rekening Pengawasan Konstruksi Bangunan Gedung

Tidak Sederhana.

Output

Output berupa laporan pengawasan bangunan tidak sederhana (dokumen).
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Tahapan

Tahapan subkegiatan Pengawasan Bangunan Gedung Tidak Sederhana sebagai

berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultansi pengawasan gedung
tidak sederhana;
penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi pengawasan;
pengadaan jasa konsultansi pegawasan gedung tidak sederhana;
pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultansi pengawasan gedung
tidak sederhana; dan

5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultansi pengawasan gedung tidak

sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan
Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh

sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)
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ASB 06: KOMPONEN KEGIATAN PENGELOLAAN KONSTRUKSI BANGUNAN
GEDUNG TIDAK SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang

meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai

lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari 500 m? (lima ratus meter

persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B.

Pengelolaan bangunan merupakan salah satu kegiatan penunjang dari kegiatan

konstruksi bangunan tidak sederhana.

Biaya pengelolaan terbagi menjadi 2 (dua), untuk unsur pengguna anggaran

ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) untuk keperluan:

a) honorarium staff dan kelompok kerja pengadaan;

b) perjalanan dinas;

c) rapat;

d) proses pemilihan;

e) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan
penahapannya;

f) penyusunan laporan;

g) dokumentasi; dan

h) persiapan dan pengiriman kelengkapan adminisrasi atau dokumen
pendaftaran Bangunan Gedung Negara.

Dan 35% (tiga puluh lima persen) untuk pengelola teknis untuk keperluan:

a) honorarium pengelola teknis;

b) honorarium tim teknis atau narasumber;

c) perjalanan dinas;

d) rapat;

e) proses pemilihan;

f) bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan
penahapannya;

g) penyusunan laporan; dan

h) dokumentasi.
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Pada ASB Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai
konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000 s/d Rp10.000.000.000
Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang
disebut pada subbahasan rekening Pengelolaan Konstruksi Bangunan Gedung
Tidak Sederhana.

Output

Output berupa laporan pengelolaan bangunan tidak sederhana (dokumen).

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pengelolaan Bangunan Gedung Sederhana sebagai

berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi
gedung tidak sederhana;

2. pelaksanaan dan pengawasan untuk kegiatan pengelolaan kegiatan
konstruksi gedung tidak sederhana; dan

3. penerimaan hasil pekerjaan kegiatan pengelolaan kegiatan konstruksi

gedung tidak sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan
Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh

Q

sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)
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ASB 07: KOMPONEN KEGIATAN MANAJEMEN KONSTRUKSI BANGUNAN
GEDUNG TIDAK SEDERHANA

Definisi Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung, bangunan gedung tidak sederhana merupakan bangunan yang

meliputi bangunan kantor atau Bangunan Gedung Negara dengan jumlah lantai

lebih dari 2 (dua) lantai dan memiliki luasan lebih dari S00 m? (lima ratus meter

persegi), ataupun rumah negara yang meliputi rumah negara tipe A dan tipe B.

Manajemen konstruksi merupakan salah satu kegiatan penunjang kegiatan

konstruksi bangunan gedung tidak sederhana dimana diperlukan jasa

konsultansi berupa manajemen konstruksi bangunan.

Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan

langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:

a) honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;

b) materi dan penggandaan laporan;

c) pembelian dan/atau sewa peralatan;

d) sewa kendaraan;

e) biaya rapat;

f) perjalanan lokal, dan luar kota;

g) biaya komunikasi;

h) penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi;

i) penyiapan dokumen pendaftaran;

j) asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance);

k) pajak

1) biaya tidak langsung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pada ASB Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana, nilai

konstruksi yang direncanakan berkisar Rp50.000.000 s/d Rp10.000.000.000.

Rekening belanja yang dapat dianggarkan pada subkegiatan ini hanya yang

disebut pada subbahasan rekening Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung

Tidak Sederhana.
Output

Output berupa laporan manajemen konstruksi bangunan gedung tidak

sederhana (dokumen).
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Tahapan

Tahapan subkegiatan Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung Tidak

Sederhana sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan jasa konsultansi manajemen konstruksi
bangunan gedung tidak sederhana;

2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konsultansi manajemen konstruksi
bangunan gedung tidak sederhana;

3. pengadaan jasa konsultansi manajemen konstruksi bangunan gedung
tidak sederhana;

4. pelaksanaan dan pengawasan untuk jasa konsultansi manajemen
konstruksi bangunan gedung tidak sederhana; dan

5. penerimaan hasil pekerjaan jasa konsultansi manajemen konstruksi

bangunan gedung tidak sederhana.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan
Cakupan Komponen (dapat diasumsikan komponen menyeluruh

sehingga dapat diisi nilai 1 atau sesuai kebutuhan)
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KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN
REHABILITASI GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
ASB 08: PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

Definisi Operasional

Pembangunan gedung kantor merupakan kegiatan untuk membangun gedung
yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan
struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas. ASB ini mencakup gedung
kantor atau bangunan lainnya dengan klasifikasi sederhana maupun tidak
sederhana. Selain itu, gedung kantor dengan jumlah lantai sampai dengan 4

(empat) juga termasuk dalam ASB ini.

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung
kantor atau bangunan lainnya sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan

yang mencakup komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung kantor atau bangunan
lainnya;

2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung
kantor atau bangunan lainnya;

3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kantor atau bangunan
lainnya;

4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung kantor
atau bangunan lainnya;

5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung kantor
atau bangunan lainnya; dan

6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung

kantor atau bangunan lainnya.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
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Formula ASB

Y=>9i=1PiQi

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m?)
il

Pekerjaan standar

i2
Pekerjaan non-standar
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ASB 09: PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA

Definisi Operasional

Pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan kegiatan yang
bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis
gedung. Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian
talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik,
pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.
Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada
bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan
adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi
tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 22 /PRT/M /2018 Tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara).

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kantor atau

bangunan lainnya yang sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor
atau bangunan lainnya;

2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan
gedung kantor atau bangunan lainnya;

3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau
bangunan lainnya;

4. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau
bangunan lainnya; dan

5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kantor atau bangunan

lainnya.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
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Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m?)
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ASB 10: REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

Definisi Operasional

Rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya merupakan kegiatan yang

bersifat rutin dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis

gedung. Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian

talang, grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik,

pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi

3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan

disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-

masing kerusakan:

a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;

b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;
dan

c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung kantor dan

bangunan lainnya yang akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form tabel

berikut:

Contoh Form Perhitungan Presentase Tingkat Kerusakan Bangunan

BOBOT % Presentase
Tingkat
KOMPONEN BANGUNAN Terhadap
Tingkat Nilai Kerusakan
No
Seluruh
SUB Kerusakan | Kerusakan
KOMPONEN Bangunan
KOMPONEN
0,00%
(o) (o) (o)

A B C D E F=DXE
1 PONDASI Pondasi 10,00 0,00 0,00

Kolom,
2 STRUTUR Balok & 27,00 0,00 0,00 Rusak

Ringbalk Ringan

Plesteran 2,00 0,00 0,00

Rangka
3 ATAP 8,00 0,00 0,00

Atap
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BOBOT % Presentase
Tingkat
KOMPONEN BANGUNAN Terhadap
Tingkat Nilai Kerusakan
No
Seluruh
SUB Kerusakan | Kerusakan
KOMPONEN Bangunan
KOMPONEN
0,00%
(7o) (7o) (7o)
A B C D E F=DXE
1 PONDASI Pondasi 10,00 0,00 0,00
Penutup
2,00 0,00 0,00
Atap
Rangka
LANGIT-
4 Langit- 3,50 0,00 0,00
LANGIT
langit
Penutup
Langit- 4,50 0,00 0,00
langit
Batu
5 DINDING Bata/Partisi 4,50 0,00 0,00
Plesteran 1,75 0,00 0,00
Kaca 1,25 0,00 0,00
Pintu 1,00 0,00 0,00
Kusen 1,50 0,00 0,00
Penutup
6 LANTAI 10,00 0,00 0,00
Lantai
Instalasi
7 UTILITAS 5,00 0,00 0,00
Listrik
Instalasi
. 1,50 0,00 0,00
Air
Drainase
1,50 0,00 0,00
Limbah
Finishing
8 FINISHING | Struktur 1,00 0,00 0,00
(Cat)
Finishing
Langit- 4,00 0,00 0,00
langit (Cat)
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BOBOT % Presentase
Tingkat
KOMPONEN BANGUNAN Terhadap
Tingkat Nilai Kerusakan
No
Seluruh
SUB Kerusakan | Kerusakan
KOMPONEN Bangunan
KOMPONEN
0,00%
(%) (%) (%)
A B C D E F=DXE
1 PONDASI Pondasi 10,00 0,00 0,00
Finishing
6,00 0,00 0,00
Dinding
Finishing
Pintu/Kuse 4.00 0,00 0,00
n (Cat)
JUMLAH NILAI TINGKAT
KERUSAKAN PEKERJAAN 100,00
STANDAR (%)

Output

Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kantor atau

bangunan lainnya yang sudah direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan

lainnya;

2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau

bangunan lainnya;

3. pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya;

pelaksanaan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya; dan

5. penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi gedung kantor atau bangunan

lainnya.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0001

Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor
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Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m?)
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KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN
REHABILITASI RUMAH NEGARA
ASB 11: PEMBANGUNAN RUMAH NEGARA

Definisi Operasional
Pembangunan rumah negara merupakan kegiatan untuk membangun gedung
yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup pembangunan

struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik rumah negara sesuai
dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen pekerjaan

standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan rumah negara;

2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan rumah
negara;

3. pengadaan jasa konstruksi bangunan rumah negara;

4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan rumah negara;

5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan rumah negara;
dan

6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan rumah

negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB
Y=>2i=1PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan
Q : Luas Bangunan (m?)
il
Pekerjaan standar

i2 : Pekerjaan non-standar
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ASB 12: PEMELIHARAAN RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Pemeliharaan rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan
setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan
pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting,
penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon,
penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya. Analisis standar belanja ini
merupakan ASB untuk pemeliharaan pada bangunan gedung negara. Biaya
yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan adalah maksimum sebesar 2%
(dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi tahun berjalan (Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

22 /PRT/M /2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara).

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan rumah negara yang

sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara;

2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan
rumah negara;

3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara;
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara; dan

5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan rumah negara.

Rekening Belanja
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat
5.1.02.03.03.0038
Tinggal — Rumah Negara
Formula ASB

Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m?)
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ASB 13: REHABILITASI RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Rehabilitasi rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin dilakukan

setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung. Kegiatan

rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang, grouting,

penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik, pembersihan plafon,

penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi

3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan

disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-

masing kerusakan.

a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;

b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;
dan

c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan rumah negara yang akan

direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB

Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan rumah negara yang
sudah direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi rumah negara;
penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi rumah negara;
pengadaan kegiatan rehabilitasi rumah negara;

pelaksanaan rehabilitasi rumah negara; dan

o kLD

penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi rumah negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 58 -

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m?)
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KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN
REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA
ASB 14: PEMBANGUNAN PAGAR RUMAH NEGARA

Definisi Operasional
Pembangunan pagar rumah negara merupakan kegiatan untuk membangun
pagar yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup

pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik pagar rumah negara
sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen

pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Pagar Rumah Negara sebagai berikut:
penyusunan rencana kebutuhan pagar rumah negara;

penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi pagar rumah negara;
pengadaan jasa konstruksi pagar rumah negara;

pembangunan barang/jasa konstruksi untuk pagar rumah negara;

pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi pagar rumah negara; dan

o u kW=

penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi pagar rumah negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Panjang Pagar (m)
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ASB 15: PEMELIHARAAN PAGAR RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Pemeliharaan pagar rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin
dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan
pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian
dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada
bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan
adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi
tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 22 /PRT/M /2018 Tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara).

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar rumah negara yang sudah

dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Rumah Negara sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.

2. Penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah
negara.

3. Pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.
Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.

5. Pelaporan kegiatan pemeliharaan pagar rumah negara.

Rekening Belanja
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung

5.1.02.03.03.0038
Tempat Tinggal — Rumah Negara

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Panjang Pagar (m)
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ASB 16: REHABILITASI PAGAR RUMAH NEGARA

Definisi Operasional

Rehabilitasi pagar rumah negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin

dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan

rehabilitasi dapat berupa berupa kegiatan pengecatan, pembersihan,

penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi

3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan

disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-

masing kerusakan:

a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;

b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;
dan

c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei pagar rumah negara yang akan

direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB

Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar rumah negara yang sudah
direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Pagar Rumah Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi pagar rumah negara;

2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar rumah
negara;
pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar rumah negara;
pelaksanaan rehabilitasi pagar rumah negara; dan

penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi pagar rumah negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 62 -

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Panjang pagar (m)
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KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN
REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA
ASB 17: PEMBANGUNAN PAGAR GEDUNG NEGARA

Definisi Operasional
Pembangunan pagar gedung negara merupakan kegiatan untuk membangun
pagar yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup

pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik pagar gedung negara
sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen

pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Pagar Gedung Negara sebagai berikut:
penyusunan rencana kebutuhan pagar gedung negara;

penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi pagar gedung negara;
pengadaan jasa konstruksi pagar gedung negara;

pembangunan barang/jasa konstruksi untuk pagar gedung negara;

pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi pagar gedung negara; dan

o u kW=

penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi pagar gedung negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Panjang pagar (m)
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ASB 18: PEMELIHARAAN PAGAR GEDUNG NEGARA

Definisi Operasional

Pemeliharaan pagar gedung negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin
dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan
pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, pembersihan, penggantian
dan pemeliharaan rutin lainnya.

Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada
bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan
adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi
tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 22 /PRT/M /2018 Tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara).

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar gedung negara yang sudah

dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Pagar Gedung Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara;

2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung
negara;

3. pengadaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara;
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara;

5. pelaporan kegiatan pemeliharaan pagar gedung negara.

Rekening Belanja
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung

5.1.02.03.03.0038
Tempat Tinggal — Rumah Negara

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Panjang pagar (m)
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ASB 19: REHABILITASI PAGAR GEDUNG NEGARA

Definisi Operasional

Rehabilitasi pagar gedung negara merupakan kegiatan yang bersifat rutin

dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis. Kegiatan

rehabilitasi dapat berupa berupa kegiatan pengecatan, pembersihan,

penggantian dan pemeliharaan rutin lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi

3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan

disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-

masing kerusakan:

a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;

b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;
dan

c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei pagar gedung negara yang akan

direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB

Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik pagar gedung negara yang sudah
direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Pagar Gedung Negara sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi pagar gedung negara;

2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar gedung
negara;
pengadaan kegiatan rehabilitasi pagar gedung negara;
pelaksanaan rehabilitasi pagar gedung negara; dan

penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi pagar gedung negara.

Rekening Belanja

5.2.03.01.02.0001 Belanja Modal Rumah Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



- 66 -

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Panjang pagar (m)
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KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN
REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN
ASB 20: PEMBANGUNAN GEDUNG PENDIDIKAN

Definisi Operasional
Pembangunan gedung pendidikan merupakan kegiatan untuk membangun
gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup

pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung
pendidikan sesuai dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup

komponen pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung pendidikan;

2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung
pendidikan;

3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung pendidikan;
pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung
pendidikan;

5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung
pendidikan; dan

6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung

pendidikan.

Rekening Belanja

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat
5.2.03.01.01.0010

Pendidikan
Formula ASB
Y=>2i=1PiQi
Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
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Harga Satuan

Luas Bangunan (m?2)

Pekerjaan standar

Pekerjaan non-standar
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ASB 21: PEMELIHARAAN GEDUNG PENDIDIKAN

Definisi Operasional

Pemeliharaan gedung pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat rutin
dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung.
Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang,
grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik,
pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.
Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada
bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan
adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi
tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 22 /PRT/M /2018 Tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara).

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung pendidikan
yang sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan;

2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung
pendidikan;
pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan;
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan; dan

pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung pendidikan.

Rekening Belanja
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung — Bangunan
5.1.02.03.03.0010 Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Tempat
Pendidikan
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Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m?)
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ASB 22: REHABILITASI GEDUNG PENDIDIKAN

Definisi Operasional

Rehabilitasi gedung pendidikan merupakan kegiatan yang bersifat rutin

dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung.

Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang,

grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik,

pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi

3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan

disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% berdasarkan masing-masing

kerusakan:

a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;

b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;
dan

c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung pendidikan yang

akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB

Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung pendidikan
yang sudah direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Gedung Pendidikan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan;
penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan;
pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung pendidikan;

pelaksanaan rehabilitasi gedung pendidikan; dan

o kLD

penerimaan hasil pekerjaan rehabilitasi gedung pendidikan.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
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Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m?)
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KEGIATAN: PEKERJAAN PEMBANGUNAN, PEMELIHARAAN, DAN
REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN
ASB 23: PEMBANGUNAN GEDUNG KESEHATAN

Definisi Operasional
Pembangunan gedung kesehatan merupakan kegiatan untuk membangun
gedung yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Pekerjaan mencakup

pembangunan struktur, arsitektur, perampungan, dan utilitas.

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir konstruksi fisik bangunan gedung
kesehatan dengan spesifikasi teknis perencanaan yang mencakup komponen

pekerjaan standar.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pembangunan Gedung Kesehatan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kebutuhan bangunan gedung kesehatan;

2. penyusunan dokumen pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung
kesehatan;

3. pengadaan jasa konstruksi bangunan gedung kesehatan;

4. pembangunan barang/jasa konstruksi untuk bangunan gedung
kesehatan;

5. pelaksanaan dan pengawasan teknis konstruksi bangunan gedung
kesehatan; dan

6. penerimaan hasil pekerjaan barang/jasa konstruksi bangunan gedung

kesehatan.

Rekening Belanja

5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan

Formula ASB
Y=>2i=1PiQi

Keterangan:

Y : Total Pagu Anggaran

P : Harga Satuan
Q : Luas Bangunan (m?)
il

Pekerjaan standar

i2 . Pekerjaan non-standar
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ASB 24: PEMELIHARAAN GEDUNG KESEHATAN

Definisi Operasional

Pemeliharaan gedung kesehatan merupakan kegiatan yang bersifat rutin
dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung.
Kegiatan pemeliharaan dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang,
grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik,
pembersihan plafon, penggantian plafon dan pemeliharaan rutin lainnya.
Analisis standar belanja ini merupakan ASB untuk pemeliharaan pada
bangunan gedung negara. Biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemeliharaan
adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Standar Harga Satuan Tertinggi
tahun berjalan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 22 /PRT/M /2018 Tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara).

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kesehatan
yang sudah dipelihara.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Pemeliharaan Gedung Kesehatan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan;

2. penyusunan dokumen pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan
gedung kesehatan;

3. pengadaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan;
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan; dan

5. pelaporan kegiatan pemeliharaan bangunan gedung kesehatan.

Rekening Belanja
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung — Bangunan

5.1.02.03.03.0006 ,
Gedung Tempat Kerja — Bangunan Kesehatan

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan

Q : Luas Bangunan (m?)
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ASB 25: REHABILITASI GEDUNG KESEHATAN

Definisi Operasional

Rehabilitasi gedung kesehatan merupakan kegiatan yang bersifat rutin

dilakukan setiap tahun untuk mempertahankan nilai ekonomis gedung.

Kegiatan rehabilitasi dapat berupa kegiatan pengecatan, penggantian talang,

grouting, penggantian penutup atap (genteng), penggantian keramik,

pembersihan plafon, penggantian plafon dan lainnya.

Klasifikasi rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan yang dibagi menjadi

3 (tiga), yaitu ringan, sedang, dan berat. Dalam ASB ini tingkat kerusakan

disederhanakan dengan kenaikan tiap 5% (lima persen) berdasarkan masing-

masing kerusakan.

a) kerusakan ringan memiliki persentase kerusakan mulai dari 5% s/d 30%;

b) kerusakan sedang memiliki persentase kerusakan mulai dari 35% s/d 45%;
dan

c) kerusakan berat memiliki persentase kerusakan mulai dari 50% s/d 65%.

Tingkat kerusakan didasarkan dari survei bangunan gedung pendidikan yang

akan direhabilitasi dan dimasukkan ke dalam form seperti pada contoh ASB

Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya.

Output
Output kegiatan ini diukur dari hasil akhir fisik bangunan gedung kesehatan
yang sudah direhab.

Tahapan

Tahapan subkegiatan Rehabilitasi Gedung Kesehatan sebagai berikut:

1. penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan;
penyusunan dokumen pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan;
pengadaan kegiatan rehabilitasi gedung kesehatan;

pelaksanaan rehabilitasi gedung kesehatan; dan

a kb

penerimaan hasil pekerjaan gedung kesehatan.

Rekening Belanja
5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan

Formula ASB
Y=PiQi

Keterangan:
Y : Total Pagu Anggaran
P : Harga Satuan
Q : Luas Bangunan (m?2)
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KEGIATAN: PEKERJAAN NONSTANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN
TIDAK SEDERHANA

ASB 26: PEKERJAAN NONSTANDAR PADA GEDUNG SEDERHANA DAN TIDAK
SEDERHANA

Definisi Operasional

Pada pekerjaan konstruksi, biaya pelaksanaan konstruksi terdiri atas biaya
standar dan biaya nonstandar. Biaya nonstandar digunakan untuk
pelaksanaan konstruksi fisik non standar, perizinan selain Persetujuan
Bangunan Gedung, dan peyambungan utilitas. Keseluruhan biaya nonstandar
ditetapkan paling banyak sebesar 150% (serratus lima puluh persen) dari
keseluruhan biaya standar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang
Pembangunan Bangunan Gedung Negara, rincian persentase pekerjaan
nonstandar terdiri dari:

Tabel Nilai Pekerjaan Gedung NonStandar

Pekerjaan non-standar Nilai (dari biaya standar)
Pekerjaan alat pengkondisian udara 7-15%
Pekerjaan lift, eskalator, dan/atau lantai
berjalan (moving walk) 8- 1%
Pekerjaan tata suara (sound system) 2-4%
Pekerjaan telepon dan perangkat
penyambungan komunikasi telepon (private 1-3%
automatic branch exchange atau PABX)
Pekerjaan instalasi Informasi dan Teknologi 6-11%
Pekerjaan Elektrikal (termasuk genset) 7-12%
Pekerjaan sistem proteksi kebakaran 7-12%
Pekerjaan penangkal petir khusus 1-2%
Pekerjaan instalasi Pengolahan Air Limbah 1-2%
Pekerjaan interior (termasuk furnitur) 15 - 25%
Pekerjaan gas pembakaran 1-2%
Pekerjaan gas medis 2-4%
Pekerjaan pencegahan bahaya rayap 1-3%
Pekerjaan fondasi dalam 7-12%
Pekerjaan fasilitas penyandang difabel atau 3. 50
berkebutuhan khusus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



-77 -

Pekerjaan non-standar Nilai (dari biaya standar)
Pekerjaan sarana atau prasarana lingkungan 3-8%
Pekerjaan peningkatan mutu Paling banyak 30%

Pekerjaan perizinan selain Izin Mendirikan
Paling banyak 1%
Bangunan (IMB)

Pekerjaan penyiapan dan pematangan 